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PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORO}\TTAI._.O,

bahwa pengadaan barang/jasa yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat
diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas,
sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;

. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien, terbuka dan

kompetitif, perlu pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa
yang sederhana, jelas dan komprehensif sesuai dengan tata kelola yang
baik; |

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan . Peraturan Walikota Gorontalo tentang
Pembentukkan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota

Gorontalo;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II di Sulawe$i (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambatian Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822 ); ' N '

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Gorontalo (Lembaran Ng:'gafai Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

“(Lembaran Negara Republik ' Indonesia Tabun * 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor- 1 T@ht_m 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4355);



10.

11.

12.

13.

-2.

Undang-Undang Nomor 32 Talnn 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844), ' .

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

" Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informam dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara ‘ Republik Indonesia
Nomor 4578); B

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintafx Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembara.n Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 382, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negaré Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334)

‘sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5334); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; |

Peraturan Kepala Lembaga Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA _TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
LAYANAN PENGADAAN BARANG/IJASA PEMERINTAH KOTA
GORONTALO |
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 .

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

L.

2.

10.

11.

Daerah adalah Kota Gorontalo.

Pemerintah Daefah adalah Pemerintah Kota Gorontalo dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah. -
Walikota adalah Walikota Gorontalo.
Kepala adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/J asa.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah Pemerintah Kota Gorontalo.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjuinya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa
adalah kegiatan untuk memperoleh barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesﬂy& dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa
milik negara/daerah di lingkup Pemerintah Kota Gorontale.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA' adalah Pejabat pezi:egang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebit KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh
PA untuk mengunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

Pejabat Peinbuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh
Kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik. pekelja;m, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa.

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Gorontalo yaﬁg selanjutnya disebut
ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pch'gadaan Barang/Jasa
di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat' Daerah/Institusi Pemerintah lainnya yang
bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada di lingkup
Pemerintah Kota Gorontalo. '
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4.

Anggota Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Baran'g/}'asa adalah sekelompok énggota yang
terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, yang diar_lgkat;qlgh Walikota dan bertugas.secara khusus
membantu Kelompok Kerja untuk melaksanakan perﬁi]ihan penyedia; barang/jasa melalui Unit
Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Gorontalo,

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pokja adalah
kelompok kerja yahg anggota-anggotanya merupakan anggota Unit Layanan Pengadaan dan
dari para Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa
pemerintah, yang diangkat oleh Walikota dengan: tugas secara khusus mengevaluasi untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa Pemérintah Kota Gorontalo.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Gorontalo yang selanjutnya disingkat LPSE adalah
Unit Kerja yang dibentuk oleh Walikota untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Institusi lainnya kepada Portal Penga{daan Nasional.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa Lainnya.

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar,untuk menceggh dan tidak melakukan
kolusi ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan
Pengadaan /Penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan

kolusi, kdrupsi dan nepotisme (KXN) dalam 'pelaks'anaan pengadaan barang/jasa. |

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak
bergerak, yang dapat dalarn berbagai bentuk dah.uraian, yang meliputi bahan baku, barang
setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang Vspesiﬁknsinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Gorontalo.

Pckerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berbubungan dengan pelaksanaan
konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membirtuhkan keahlian tertentu di
berbagai bidang keilmian yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). -

Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yané mengutamakan
keterampilan (skilware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain jasa
konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pgmerintah atas
kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barangfjasa pemerintah yang

diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jesa nasional dan -untuk

]
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Maksud dibentuknya ULP sebagaimana dimaksud ﬁada ayat (1), adalah sebagai dasar Unit
Layanan Pengadaan untuk melaksanakan pengadaaln Barang/Jasa Pemerintah Kota Gorontalo
yang dibiayai oleh APBD dan APBN.

Tujuan dibennﬂmya ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif, dan
efisien; ‘ .

b. meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi. SKPD dalain menjalankan tugas pokok dan
fungsi;

c. menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi penyedla barang/jasa agar tercipta
persain gan usaha yang sehat; dan

d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh aparatur yang
profesional.

Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
pemerintah yang dilaksanaken oleh penyedia melalui proses pelelangan/seleksi.

BAB III
TUGAS DAN KEWENANGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN ULP
Pasal 3

Tugas ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melipﬁﬁ :

a.
b.

C.

mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK;

menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;’ :

mengumumkan pelalcsanazin pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Kota dan papan
pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyArfnipaikan ke LPSE Kota untuk diumumkan
pada, Portal Pengadaan Nasional; . . : ' '
menilai kualiﬁkasi’ penyedia barang/jasa melalui préliuadﬁkasi atau pascakualifikasi;

melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;

menjawab sanggahan;

menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa kepada PPK; :

menylmpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/' asa;

mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka. acuan kerja/spesifikasi teknis
pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; .

" membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Walikota;
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memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada

PA/KPA
menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan ULP

. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik

di LPSE secara bertahap;

melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data
survey harga, daftar kebutuhar barang/jasa, daftar hitam penyedia.

Pasal 4

Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mehputx

a.

b.

C.

menetapkan Dokumen Pengadaan;

menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

menetapkan pemenang untuk :

1. pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling t1ngg1 Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); atau

2. seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai

* paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

mengusulkan penetapan pemenang kepada' Kepala Daerah (Walikota) untuk™ Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bemnilai di atﬁs Rp. 100.000.000.000,- (seratus

miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,-

(sepuluh miliar rupiab) melalui Kepala ULP; '

mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan

tindakan seperti penipuan, pemalsuan. dan pelanggaran lainnya Jdalam proses pelelangan untuk
dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hltam dan

memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran,

perbuatan atau tindakan ‘sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pre31den Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

. Barang/Jasa Pemerintah,
BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT ULP
Pasal §

(1) Struktur Organisasi ULP Barang/Jasa Pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam

Lampiran [ yang merupakan bagian yang tidak texﬁisahkan dari Peraturan ini,
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Pejabat ULP Barang/Jasa Pemerintah Kota dnangkat dan diberhentikan dengan Keputusan

Walikota. N
Struktur Organisasi ULP terdiri dari : )
a. Kepala;

b. Sekretaris;

¢. Anggota Sekretariat;

d. Kelompok Kerja (Pokja).

Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas :

1.

2.
3.
4

9.

memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;

menyusun‘ dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP;

menyusun program kerja dan anggaran ULP;

mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/‘ asa.di ULP dan melaporkan apabila ada
penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

membuat laporan pertanggungjawaban atas - pelaksansan kegiatan pengadaan
barang/jasa kepada Walikota dan Pimpinan Institusi;

melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;

menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kclﬂja masing-masing;

mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP kepada
Walikota/Pimpinan Institusi dan/atau PA/KPA; dan

mengusulkan Staf Pendukung ULP sesuai deng;an kebutuhan.

Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat merangkap dan bertugas
sebagai anggota Pokja ULP.
Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

1.

melaksanakan pengelolaan urusan kcuangan, kepegawaian, ketatausahaan,
perlengkapan, dan rumah tangga ULP, ‘

menginventarisasi paket-paket yang akan diléléﬁg/diseleksi; :

menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedla barang/jasa, yang dilaksanakan oleh
Pokja ULP; .

mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oieh penyedia
barang/jasa;

mengelola sistem pengadaan dan sistem mformasx data manajemen pengadaan untuk
mendukung pelaksanaan pengadaan barang/' asa;

mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; .

melakukan evaluasi tethadap pelaksanaan péngadazm dan menyusun laporan; dan
menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf pendukung ULP dalam proses
pengadaan barang/jasa. T
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(7) Sekretaris ULP-sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat merangkap dan bertugas
sebagai anggota Pokja ULP.

(8) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

1.

10.

melakukan ka_u ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perklraan Sendiri paket-paket
yang akan dilelang/seleksi;

mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendm Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi
teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;

menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen
pengadaan; ' ,

melakukan pemilihan penyedia barang/jgsa'mulai dan pengumummi kualifikasi atau

' pelelanga'ii éﬁmﬁai dengan menjawab sanggah;

mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA pada SKPD atau Walikota untuk

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bemilai di atas

Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang

bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;

menetapkan Pemenang untuk :

1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai p_afing' tinggi Rp. 100.000,000.000,00 (seratus
miliar rupiah); atau :

2) Seleksi atau Penunjukan Langsﬁng untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang

" bernilai paling tinggi Rp. 10.000,000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan Kepada PPK melalui Kepala ULP;
membuat laporan mengenai proses dan has!il Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala

ULP;

memberikan data dan informasi kepada Kepaia ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa

yang melakukan perouatan seperti penipuan, bémaisuan dan pélanggaran lainnya; dan

mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.

(9) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja da'n‘setiap anggdta Pokja ULP mempunyai

kewenangan yang sama dalam pegambilan keputusan yang ﬁteﬁpkan berdasarkan suara
terbanyak;

(10) Pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada point (5) huruf £, tidak bisa diganggu
gugat oleh Kepala ULP. |

(11) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan diluar ULP.
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BABV
PERSYARATAN DAN LARANGAN MENJADI ANGGOTA ULP

Pasal 6

Persyaratan menjadi anggota Unit Layanan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa :
(1) Anggota ULP adalah Pegawai Negeri Sipil; .

(2) Anggota ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut : '

a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
b. memahami pekérjaan yang akan diadakan;. '
c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP ysng bersangkutar;

d. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Peraturan

perundang-undangan;

e. tidak menipunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan
sebagai anggota ULP ;

f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan kompetensi

yang dipersyaratkan

Pasal 7 .~

Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa dilarang duduk sebagai :
a. PPK;
b. Pengelola keuangan; '

c. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), terkecuali menjadi Pejabat Pe:ngadaan/anggota
ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkari Instansinya.

BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ULP BARANG/JASA
Pasal 8§

Standar Operasional Prosedur ULP Barang/Jasa Pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
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BABVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng'uﬁdangan peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

//g .

Diundangkan di Gorontalo

Bi, DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd
Sy INA UTAMA MADYA
9570324 197703 1 003

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 20 13 NOMOR 14



LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 14 TAHUN2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA GORONTALO

STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA (ULP)
PEMERINTAH KOTA GORONTALO

SKPD f------------ KEPALA ULP
TIMTEKNIS  |ececccccccceneas SEKRETARIS ULP
URUSAN
PERENCANAAN | URUSAN
EVALUASI . HUKUM &
PELAPORAN & SANGGAH
PENGELOLAAN
DOKUMEN
POKJA PELELANGAN
BARANG, JASA POKJA PELELANGAN
LAINNYA & KONSTRUKSI
KONSULTAN .




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 14  TAHUN2013

 TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

~ HUBUNGAN KERJA

R i eod

. pSikan.:
kemataﬁ‘te emftkep_a_da-f;
Kebmpok

v‘me"m:x &

ﬂ_kl‘eta
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MENETAPKAN ’ 4
y PAKET-PAKET
Y PEKERJAAN, {UPLOAD DOKUMEN
L DISERTA!I DENGAN PEMILIHAN ON LINE VIALPSE)
PERMOHONAN DOKUMEN NMENERIMA PAKET -
PENGADAAN ADMINISTRASI, PAKET YANG AKAN v
BARANGIJASA. TEKNIS DANHPS DILELANGHKAN, MENYUSUN JADWAL
.  DENGAN DISERTAI GENGAN PELAKSANAANDAN
MENYAMPAIKAN DOKUMEN METODE
PAKET-PAKET YANG ADMINISTRAS, PELELANGANDAN
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